énaljsis Proses Dan Hasil Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Mediasi Perbankan
toritas

Jasa Keuangan (Studi Kasus Antara bank ABC Dengan Nasabah Y)

RANDY RAMADHAN, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Abdul Hay, Marhainis, 1976, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradya
Paramita, Jakarta.

Adolf, Huala, 1997, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali
Press, Jakarta.

Antonio, Muhammad Syafii, 2001, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Gema
Insani, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung,
Bandung.

Djumhaa, Muhammad, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Emirzon, Joni, 2000, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
Gramedia Pustaka, Jakarta.

Fuady, Munir, 2000, “Arbitrase Nasional” Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gambir Melati, Sri, 1999, Pelangi Hukum Bisnis, ISTN, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1994, Arbitrase Bank Dunia Tentang PMA di Indonesia
dan Yusrisprudensi Dalam Perkara Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

Hanitijo, Ronny, 1980, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Harahap, Yahya, 2001, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta.
Hasibuan, Malayu, 2001, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta.
Nazir, Moh., 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prodjodikiro, Wirjono, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju,
Bandung.

Satrio, J, 1993, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.



énaljsis Proses Dan Hasil Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Mediasi Perbankan
toritas

Jasa Keuangan (Studi Kasus Antara bank ABC Dengan Nasabah Y)

RANDY RAMADHAN, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Sembiring, Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.

Simorangkir, Op, 2000, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada
Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Widjanarto, 1997, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti,
Jakarta.

B. Jurnal

Iwan Rizky, “Pelaksanaan Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Antara Bank Dan Nasabah”, Jurnal Kanun IlImu Hukum, Volume 18,
Nomor 1, Bulan 4, 2016.

Luh Putu Vera Astri Pujyanti dan Amelia Kandisa, “Penyelesaian Sengketa
Perbankan Melalui Mediasi Perbankan”, Jurnal IUS, Volume 3, Nomor
2, Bulan 8, 2015.

C. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan
olen R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2004).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI1/2006 Tentang Mediasi Perbankan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/1/PBI1/2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 4107).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI1/2005 Tentang Penyelesaian
Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 10/10/PB1/2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5000).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5275).



énaljsis Proses Dan Hasil Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Mediasi Perbankan
toritas
Jasa Keuangan (Studi Kasus Antara bank ABC Dengan Nasabah Y)
RANDY RAMADHAN, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara No. 16
Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara No. 4475).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran
Negera No 189 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara No 5348).

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Nomor: 07/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur
Mediasi (Lembaran Negara No 177 Tahun 2015 Tambahan Lembaran
Negara No 5238).

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Nomor: 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur
Ajudikasi (Lembaran Negara No 166 Tahun 2015 Tambahan
Lembaran Negara No 5247).

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
Nomor: 09/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur
Arbitrase (Lembaran Negara No 183 Tahun 2015 Tambahan
Lembaran Negara No 5186).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 8/14/DPNP/2006 Tentang Mediasi
Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3790).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).



Analisis Proses Dan Hasil Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Mediasi Perbankan
Otoritas

Jasa Keuangan (Studi Kasus Antara bank ABC Dengan Nasabah Y)
RANDY RAMADHAN, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962).



